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Abstract: In this paper will be presented the concept of 
land ownership, the discussion not only in the perspective 
of Indonesian positive law, but also in the perspective of 
Customary Law and Islamic Law. The aim is intended as a 
legal comparison to broaden the concept of land ownership. 
Because with the comparison of legal system will be 
obtained equations and differences, so it can find the best. 
At the end of this paper, three things are concluded. First, 
that the concept of land ownership in positive law in 
Indonesia is (1) the government in various policies seeks to 
regulate the utilization, appropriation and use of land for 
the benefit of mankind in Indonesia, and (2) known the 
concept of ownership there is a communal religious 
element. Secondly, the concept of land ownership in 
customary law is: (1) the existence of Ulayat rights, (2) the 
subject is customary law community, and (3) the object is 
covering all the land of customary law community. Third, 
that the concept of land ownership in Islamic law is: (1) 
everything belongs to Allah SWT. which is empowered to 
human beings, so as to use the law of God, (2) to apply the 
property of individuals and the public equally, (3) unknown 
to the landlord system. 
 
Abstrak: Dalam tulisan ini akan dipaparkan konsep 
kepemilikan tanah, yang pembahasan tidak hanya dalam 
prespektif hukum positif Indonesia, akan tetapi juga dalam 
prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Tujuannya 
dimaksudkan sebagai perbandingan hokum guna 
memperluas wawasan konsep kepemilikan tanah. Karena 
dengan perbandingan system hokum akan diperoleh 
persamaan dan perbedaan, sehingga bisa mencari mana 
yang terbaik. Di akhir tulisan ini disimpulkan tiga hal. 
Pertama, bahwa konsep kepemilikan tanah dalam hukum 
positif di Indonesia adalah (1) pemerintah dalam berbagai 
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peruntukan dan penggunaan tanah demi kemaslahatan 
umat manusia di Indonesia, dan (2) dikenal konsepsi 
kepemilikan terdapat unsur komunalistik religious. Kedua 
bahwa konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat 
adalah: (1) dikenal adanya hak Ulayat, (2) subjeknya 
masyarakat hukum adat, dan (3) obyeknya adalah meliputi 
semua tanah masyarakat hukum adat. Ketiga, bahwa 
konsep kepemilikan tanah dalam hukum Islam adalah: (1) 
segala sesuatu milik Allah SWT. yang dikuasakan kepada 
manusia, sehingga harus menggunakan hukum Allah, (2) 
menerapkan hak milik individu dan umum secara 
seimbang, (3) tidak dikenal sistem tuan tanah. 
 
Kata Kunci: kepemilikan tanah, hukum pertanahan 




Makna tanah bagi manusia tidak terbantahkan. Ia 
tidak hanya memberi fungsi ekonomis, politis, namun juga 
cultural, kehormatan, identitas, atau harga diri. Tanah tidak 
semata-mata berarti benda dalam arti fisiknya, namun 
diatasnyalah dibangun ruang social, berbagai hubungan 
dijalin, persaingan terjadi, penguasaan dominan dan politik 
dikontestasikan.1 Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa 
tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk 
kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia 
dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi 
tanah juga merupakan tempat manusia berkembang. 
Bahkan, menurut Ter Haar, hubungan yang erat antara tanah 
dan manusia karena tanah merupakan tempat tinggal, tanah 
yang memberi kehidupan, tanah dimana manusia 
dimakamkan, dan hubungannya bersifat magis religius.2 
Secara hakiki, makna dan posisi strategis tanah dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung 
                                                        
1 Syahyuti, “Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menuruut 
Hukum Adat di Indonesia,” Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi 24, no. 2 (Juli 
2006): 14. 
2 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar 
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aspek fisik, tetapi juga aspek social, ekonomi, budaya, politik, 
pertahanan-keamanan dan aspek hukum. Secara filosofis, 
tanah cenderung diartikan sebagai land dan bukan soil, 
sehingga tanah dipandang dalam visi multidimensional.3 
Makna multidimensional tanah bagi masyarakat, menurut 
Heru Nugroho, adalah sebagai berikut: 
1. Dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi 
yang dapat mendatangkan kesejahteraan. 
2. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang 
dalam pengambilan keputusan masyarakat. 
3. Sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi 
rendahnya status social pemiliknya. 
4. Tanah bermakna sacral karena berurusan dengan 
warisan dan masalah-masalah transedental.4 
Di sisi lain, bertambahnya kegiatan dan aktivitas 
manusia setiap hari sangat berpengaruh pada pemanfaatan 
tanah tersebut.5 Kondisi ini ditambah dengan persediaan 
tanah yang semakin terbatas, sementara kebutuhan tanah 
untuk pembangunan semakin meningkat. Oleh karena itu, 
tanah harus dimanfaatkan sercara efisien, optimal dan dijaga 
kelestariannya.6 
Sedangkan dalam prespektif yuridis, tanah memiliki 
peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia 
karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan 
hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu 
maupun dampak bagi orang lain. Oleh karena itu, untuk 
mencegah masalah tanah agar tidak menimbulkan konflik 
kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan 
pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah, atau 
dengan kata lain disebut “hukum tanah”.7 
                                                        
3 Agum Gumelar, Reformasi Pertanahan (Bandung: Mandar Maju, 2002), 3. 
4 Heru Nugroho, Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak 
atas Tanah (Bandung: Mandar Maju, 2002), 99. 
5 Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria 
(Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 26. 
6 Ria Fitri, “Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam,” Kanun 
Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (Desember 2011): 1. 
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Dalam tulisan ini akan dipaparkan konsep 
kepemilikan tanah. Pembahasan tidak hanya dalam 
prespektif hokum positif Indonesia, akan tetapi juga dalam 
prespektif Hokum Adat dan Hukum Islam. Pembahsan dalam 
prespektif tiga system hokum tersebut dimaksudkan sebagai 
perbandingan hokum guna memperluas wawasan konsep 
kepemilikan tanah. Karena dengan perbandingan system 
hokum akan diperoleh persamaan dan perbedaan, sehingga 
bisa mencari mana yang terbaik. 
Apalagi dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria 
disebutkan, bahwa” “Hukum agrarian yang berlaku atas 
bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan 
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan 
yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan 
peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan 
mengindahkan unsur-unsur yang berdasndar pada hukum 
agama”. 
 
Konsep Kepemilihan Tanah dalam Hukum Positif di 
Indonesia 
Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia, 
sekaligus merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 
diperbaharui, maka pemerintah dalam berbagai kebijakan 
berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan 
penggunaan tanah demi kemaslahatan umat manusia di 
Indonesia. 
Oleh karena itu, para pendiri negeri ini mengaturnya 
secara khusus dalam konstitusi negeri ini, yaituPasa 33 ayat 
(3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu: “Bumi dan air 
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. Sebagai kelanjutannya diatur dalam 
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 
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dasar dari masalah pertanahan.8 Sedangkan seacara spesifik, 
kebijakan penggunaan tanah di Indonesia dituangkan dalam 
Pasal 2 Ayat (3) dari Undang-undang tersebut, bahwa tanah 
itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat dengan berencana sesuai dengan Pasal 14 dan adanya 
kewajiban untuk memelihara dan menambah kesuburan 
tanah yang dipergunakan tersebut.  
 
Hakekat Kepemilikan Tanah dalam Hukum Positif di 
Indonesia 
Dalam hal kepemilikan tanah, konsepsi hukum tanah 
nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah 
milik Bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol 
kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara, karenanya tidak 
dapat diperjual belikan atau diperdagangkan, tidak boleh 
dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan disintegrasi 
bangsa.9 di dalam UUPA disebutkan bahwa dalam konsepsi 
kepemilikan terdapat unsur komunalistik religious, artinya 
ketentuan hukum Indonesia melihat bahwa tanah itu adalah 
milik bersama yang diberikan oleh Sang Pencipta guna 
kesejahteraan masyarakat, berarti Indonesia mengatur 
prinsip Negara kesejahteraan.10 Oleh karena itu, terdapat 
terminology “hak menguasai oleh Negara”, yang merupakan 
hak menguasasi tertinggi. Hak menguasai ini memberikan 
kewenangan pada Negara untuk mengelola bumi, air dan 
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.11 
                                                        
8 Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus 
Pertanahan (Jakarta: Gramedia, 2012), 2. 
9 Gita Zilfa, “Jenis-jenis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Pelepasan 
hak milik atas tanah kepada Penanam Modal Asing (PMA),” diakses 20 Maret 
2018, https://id.linkedin.com/pulse/jenis-jenis-hak-atas-kepemilikan-tanah-di-
indonesia-dan-gita-zilfa. 
10 Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,” Inovatif: Jurnal Ilmu 
Hukum, 2013, 72. 
11 Agus Surono, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 
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Dengan demikian, maka di samping terminology 
kepemilikan terdapat juga terminology penguasaan, yang 
memiliki makna lebih luas dari kepemilikan. Hak 
penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan 
suatu tanah tertentu, maka yang dimaksud dengan hak 
penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang 
didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada 
kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan 
perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang 
mempunyai hak.12 Oleh karena itu, dalam konteks ini 
dimungkinkan seseorang hanya menguasai secara yuridis 
saja, tanpa penguasaan fisik. Penguasaan yuridis 
dimaksudkan sebagai kewenangan untuk menguasai tanah 
yang dihaki secara fisik, meskipun pada kenyataannya 
penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.13 Ini semisal 
kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak 
penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi 
penguasaannya yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, 
tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang 
pemilik tanah.14 
Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam 
hak penguasaan atas tanah, yaitu:  
1. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, 
sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, 
beraspek perdata dan publik. 
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 
UUPA, semata-mata beraspek publik. 
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebut dalam Pasal 
3 UUPA beraspek perdata dan publik. 
4. Hak-hak Perorangan atau Individu, semuanya beraspek 
Perdata terdiri atas:  
a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yang 
semuanya secara langsung ataupun tidak langsung 
                                                        
12 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2002), 23; 
Harsono, 23. 
13 Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,” 71. 
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bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam 
Pasal 16 UUPAdan Pasal 53 UUPA. 
b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan 
sebagaimana dalam Pasal 49 UUPA. 
c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut dengan hak 
tanggungan, sebagaimana dalam Pasal 25, Pasal 33, 
Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.15 
 
Hak Atas Tanah dalam dalam Hukum Positif di Indonesia 
Sebutan nama hak atas tanah dalam UUPA 
merupakan nama lembaga-lembaga baru, yang bukan 
merupakan kelanjutan dari lembaga-lembaga hak-hak atas 
tanah dari perangkat-perangkat hukum tanah yang lama. 
Lembaga-lembaga hak atas tanah yang lama sejak 
berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 dan terjadinya 
unifikasi hukum tanah, sudah tidak ada lagi. Sedangkan hak-
hak atas tanah yang lama sebagai hubungan hukum konkret 
sejak 24 September 1960 dikonversi oleh UUPA atau diubah 
menjadi salah satu hak yang baru dari hukum tanah 
nasional.16 
“Hak atas tanah” merupakan hak penguasaan atas 
tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban 
dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 
sesuatu mengenai tanah yang menjadiaknya. Sesuatu yang 
boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan 
isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak 
ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur 
dalam Hukum Tanah.17 Inilah yang harus diperhatikan, 
bahwa selain kewenangan-kewenangan yang ada pada hak 
atas tanah, hak atas tanah juga berisikan kewajiban-
kewajiban untuk menggunakan dan memelihara potensi 
tanah yang bersangkutan. 
                                                        
15 Muwahid, Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan 
Ampel Press, 2016), 11. 
16 Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,” 72. 
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Dalam UUPA kewajiban-kewajiban tersebut, yang 
bersifat umum, artinya berlaku terhadap setiap hak atas 
tanah yakni: 
a. Pasal 6, yang menyatakan, bahwa; semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi social; 
b. Pasal 15 dihubungkan dengan Pasal 52 ayat 1 tentang 
kewajiban memelihara tanah yang dihaki; dan 
c. Pasal 10 khusus mengenai tanah pertanian, yaitu 
kewajiban bagi pihak yang mempunyainya untuk 
mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri 
secara aktif.18 
Sedangkan berbagai jenis hak atas tanah yang 
terdapat dalam UUPA adalah sebagai berikut: 
a. Hak milik 
Yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Hak milik 
dapat berlangsung terus menerus, diwariskan dari satu 
orang ke orang lainnya yang memenuhi syarat sebagai 
ahli waris, tidak mempunyai jangka waktu, tidak mudah 
dihapus, dan mudah dipertahankan. Yang dapat menjadi 
pemilik hak milik atas tanah adalah WNI asli, atau 
badan-badan hukum tertentu yang ditentukan oleh 
pemerintah juga bisa memiliki hak milik.  Hak milik 
terjadi karena pewarisan, hukum adat, pembukaan 
tanah, timbulnya lidah tanah, dan penetapan 
pemerintah.19 
b. Hak guna usaha (HGU) 
Yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
oleh pemerintah guna kepentingan usaha perikanan, 
pertanian, dan peternakan. Jangka waktu HGU adalah 35 
tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Hak 
guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada orang 
lain. Hak guna usaha dapat dimiliki oleh WNI dan badan 
hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia 
                                                        
18 Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,” 73. 
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dan berkedudukan di Indonesia. HGU diberikan paling 
sedikit dengan luas 5 hektar. Jika lebih dari 25 hektar, 
maka harus memakai investor modal, dikelola dengan 
baik sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman. 
Terjadinya HGU karena adanya penetapan pemerintah.20 
c. Hak guna bangunan (HGB) 
Yaitu hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah 
yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 
paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 
tahun.  Sama seperti HGU, HGB juga dapat dialihkan. 
HBG hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum 
yang berdasarkan hokum Indonesia. Terjadinya HGB 
juga karena penetapan pemerintah.21 
d. Hak pakai 
Yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau 
milik orang lain dengan jangka waktu yang tidak 
tertentu. Keputusan pemberian hak pakai diberikan oleh 
pejabat berwenang atau pemilik tanah dengan 
perjanjian yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 
perjanjian pengelolaan tanah yang tidak bertentangan 
dengan UUPA. Yang dapat memiliki hak pakai adalah 
WNI maupun WNA dan badang hukum Indonesia 
maupun badan hukum asing.22 
e. Hak sewa 
Yaitu hak untuk menyewa tanah milik orang lain 
untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa 
kepada pemilik tanahnya. Hak sewa diperoleh dengan 
pembayaran uang dengan jumlah tertentu untuk jangka 
waktu tertentu kepada pemilik tanah. Yang dapat 
memiliki hak sewa antara lain adalah WNI, WNA, dan 
badan hokum Indonesia maupun badan hukum asing. 
f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan 
                                                        
20 Muwahid, 74–76. 
21 Muwahid, 77–80. 
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Yaitu hak yang berasal dari hukum adat sehubungan 
dengan adanya hak ulayat. Hak ini hanya dapat dimiliki 
oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Meskipun bisa memungut hasil 
hutan secara sah, bukan berarti pemilik hak membuka 
tanan dan memungut hasil hutan memperoleh hak milih 
atas tanah tersebut. 
Selain hak-hak atas tanah yang diatur di atas, dalam 
UUPA juga diatur mengenai hak-hak sementara atas tanah 
yang diatur dalam Pasal 53 UUPA. Hak-hak yang bersifat 
sementara yang diatur dalam UUPA antara lain adalah hak 
gadai dan hak usaha bagi hasil yang sumbernya dari hukum 
adat, hak menumpang dan hak sewa atas tanah pertanian.23 
 
Konsep Kepemilihan Tanah dalam Hukum Adat 
Dalam Hukum Adat, masyarakat mempunyai salah 
satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, 
yang disebut dengan ”hak Ulayat”24 Dalam konsep hokum 
adat, Van Vollehoven telah membagi lingkungan hukum adat 
Indonesia menjadi sembilan belas lingkungan hukum adat, 
sehingga aturan-aturan mengenai hak ulayat ini sangat 
berbeda tergantung dari hokum adat masing-masing 
masyarakat hukumnya.25 
 
Landasan Yuridis Hak Tanah Adat 
Salah satu Hasil amandemen UUD 1945 adalah Pasal 
18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) yang terkait dengan 
keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam 
Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa: “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
                                                        
23 Muwahid, 85. 
24 Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
dan Hambatan Implementasinya,” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 2010, 95. 
25 Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah (Jakarta: 
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negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
undang-undang.” Lebih lanjut Pasal 28 I Ayat (3) 
menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman 
dan peradaban”.26 
Di samping itu dalam UUPA juga mengakui 
keberadaan hak ulayat. Ini bisa dilihat dalam Pasal 3 UUPA, 
yaitu: “Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 
sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi.” 
Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan 
bersyarat terhadap hak ulayat, yaitu:  
a. Syarat eksistensinya (keberadaannya), yaitu tanah hak 
ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih 
ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah 
hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, 
hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga 
menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah 
hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian 
pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak 
ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang 
baru.27 
b. Syarat pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan 
kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas 
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan 
dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang 
lebih tinggi.28 
 
                                                        
26 Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
dan Hambatan Implementasinya,” 94. 
27 Muwahid, Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia, 14–15. 
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Hakekat Hak Tanah Adat 
Pada dasarnya, hak ulayat merupakan sesuatu 
perangkaian dari wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu 
masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah, 
termasuk lingkungan wilayahnya.29 Secara yuridis, batasan 
hak ulayat terdapat dalam Pasal 1 dari Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 
Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak 
Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1, bahwa: “Hak ulayat 
yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk 
selanjutnya hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut 
hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu 
atas wilayah tertentu merupakan lingkungan para warganya 
untuk menggambil manfaat dari sumber daya alam, 
termasuk tanah, dalam wilayah tersebut,bagi kelangsungan 
hidup dan kehidupannya, yang ditimbulkan dari hubungan 
secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak 
terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan 
wilayah yang bersangkutan.” 
Dengan demikian, hak ulayat merupakan istilah 
teknis yuridis dalam lapangan hukum adat dikenal hak 
ulayat yang merupakan hak dari masyarakat hukum adat 
yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, 
menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada 
dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut.30 Daya laku 
dari hak ulayat bisa bersifat uda, yaitu:  
a. Hak ulayat berdaya laku ke dalam. Perwujudannya 
berupa pemanfaatan tanah ditujukan kepada 
pemenuhan kebutuhan warga masyarakat, dengan 
memungkinkan bagi setiap warganya memakai bagian 
tanah bersama itu untuk digarap guna memenuhi 
keperluan hidup pribadi dan keluarganya. Pengakuan 
hak individu warga atas tanah yang demikian itu 
hanyalah berlaku selama tanah itu digarap, dan 
                                                        
29 Harsono, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, 19. 
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pelaksanaannya harus disesuaikan dengan hak bersama 
tadi. Apabila hak menggarap itu tidak dimanfaatkan 
setelah melewati batas waktu tertentu maka hak itu 
lenyap dan kembali ke tangan masyarakat. 
b. Hak ulayat berdaya laku ke luar. Perwujudannya bahwa 
orang asing atau orang luar masyarakat tanah milik 
bersama tadi, kecuali seizin masyarakat atau 
persekutuan dan harus pula memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditentukan. Misalnya memberikan kepada 
persekutuan barang sesuatu yang disebut pengisi adat, 
sedangkan dalam Penjelasan angka 3 UUPA istilah itu 
disebut dengan recognitie. Dengan izin itu orang asing 
atau orang luar tersebut dimungkinkan membuka tanah 
untuk perladangan atau perkebunan, tetapi harus 
ditanami dengan tanaman yang tidak berumur panjang. 
Karena pada prinsipnya orang asing atau orang luar 
persekutuan tidak dibenarkan ikut memiliki tanah 
didalam wilayah persekutuan tersebut.31 
 
Subyek dan Obyek Hak Ulayat  
Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, 
baik yang merupakan persekutuan hukum adat yang 
didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), 
maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang 
dikenal dengan berbagai nama yang khas daerah yang 
bersangkutan misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari, dan 
sebagainya.  
Batasan masyarakata hokum adat secara yuridis 
adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum 
adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena 
kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan.32 
Sedangkan ciri pokok masyarakat hukum adat, sebagaimana 
dikemukakan oleh Maria SW Sumardjono, adalah mereka 
                                                        
31 Surono, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), 4. 
32 Lihat Pasal 1 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian 
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merupakan suatu kelompok manusia, (1) yang mempunyai 
kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, (2) 
yang mempunyai batas wilayah tertentu dan (3) yang 
mempunyai kewenangan tertentu.33 
Selanjutnya, pemanfaatan hak ulayat dilakukan 
olehpara warga sebagai anggota kelompok masyarakat 
hukum adat, baik yang berdifat teritorial maupun bersifat 
genealogis. Masing-masing mempunyai hak untuk 
menguasai dan menggunakan sebagai tanah kepunyaan 
bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga. Penguasaan 
hak dapat berlangsung sementara waktu, biasa dilakukan 
sampai tanpa batas waktu (hak milik) secara individu. 
Kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan 
secara kolektif atau kelompok tidak ada, namun hal itu dapat 
dilakukan sepanjang yang bersangkutan menginginkannya. 
Walaupun ada hak individu, bukan berarti tanah tersebut 
bersifat pribadi semata-mata, harus sadari bahwa yang 
dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah 
bersama.34  
Selain subjek hak ulayat berupa masyarakat atau 
individu juga dikenal badan hukum sebagai pihak yang 
diberi wewenang dan tugas untuk melakukan pemeliharaan, 
pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki, 
sekaligus mengatur hubungan hukum antara masyarakat 
dengan sumber daya alam tersebut, dengan tujuan agar 
pemanfaatannya tetap lestari dari tidak menimbulkan 
konflik.35 
Sedangkan obyek hak ulayat adalah meliputi semua 
tanah yang ada dalam lingkup wilayah masyarakat hukum 
adat yang bersangkutan baik yang sudah mempunyai hak 
                                                        
33 Maria SW. Sumarjono, Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan 
Implementasi (Jakarta: Kompas Gramedia, 2001), 56. 
34 Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak 
Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang) 
(Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), 56. 
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diatas tanah tersebut maupun yang belum.36 Lebih detailnya, 
yang menjadi obyek hak ulayat adalah meliputi: 
a. Tanah (daratan) 
b. Air (perairan) seperti misalnya: kali, danau, pantai 
beserta perairannya. 
c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup serta liar (pohon buah-
buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar 
dan lain sebagainya). 
d. Binatang-binatang yang hidup diatas lingkungan hak 
ulayat (hidup liar dan bebas dalam hutan).37 
Sedangkan menurut Teer Haar, obyek hak ulayat 
berlaku baik atas tanah maupun atas perairan (sungai dan 
pantai) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-
pohonan, lembah, pohon buah-buahan, dan pohon untuk 
pertukangan) beserta atas binatang-binatang yang hidup 
liar. Objek hak ulayat berbeda pada masing-masing daerah 
hukum adatnya. Daerah yang memiliki objek hak ulayat, 
termasuk lahan perkebunan, alat-alat pusaka, kuburan, dan 
tempat-tempat yang dianggap keramat.38 
 
Konsep Kepemilihan Tanah dalam Hukum Islam 
Hukum Pertanahan dalam studi hukum Islam dikenal 
dengan “ah}ka>m al-ara>d}i. Pada umumnya para fuqaha>’ 
membahas hukum pertanahan dalam studi pengelolaan 
harta benda (al-amwa>l) oleh negara. Ini semisal Imam Abu > 
Yu>suf (w. 193 H) dalm al-Khara>j, Imam Yah }ya> ibn A<dam (w. 
203 H) dalam al-Khara>j dan Imam Abu > Bait (w. 224 H) 
dalam al-Amwa>l. atau dalam studi hokum tata negara, 
semisal Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam al-Ah }ka>m al-
Sult}a>niyyah, dan Imam Abu > Ya’la (w. 457 H) dalam al-Ah }ka>m 
al-Sult}a>niyyah.39 Sedangkan pada masa modern terdapat 
Abd al-Qadi >m Zalum dalam al-Amwa>l fi Daulah al-Khila>fah, 
                                                        
36 Alting, 56–57. 
37 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2009), 316. 
38 Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 123. 
39 Taqyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternative: Perspektif, 
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A<t }if Abu Zaid Sulaima >n ‘Aly dalam Ih }ya>’ al-Ara>d}i al-Mawa>t fi 
al-Isla>m, dan Amin Shauman dalam Bahth fi Aqsa >m al-
Ara>dhi >n fi al-Shari >’ah al-Isla>miyyah wa Ah }ka>muha>.40 
 
Filosofi Kepemilikan Tanah dalam Islam 
Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di 
langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik 
Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Nu >r (27): 
42, yang artinya “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit 
dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” 
Selanjutnya, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan 
kuasa (istikhla>f) kepada manusia untuk mengelola milik 
Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya, sebagaimana 
firman-Nya dalam QS al-H{adi >d (57): 7, yang artinya: “Dan 
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah 
menjadikan kamu menguasainya.” Menafsirkan ayat ini, 
Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal 
usul kepemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT., dan 
bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan 
(tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.” 
Maka dari itu berbagai ayat di atas adalah bahwa 
secara filosofis tidak ada satu hukum pun yang boleh 
digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-
hukum Allah saja. Mengatur pertanahan dengan hukum 
selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai 
pemiliknya yang hakiki.41 
Berkaitan dengan hal tersebut, juga bisa ditambahkan 
bahwa Allah SWT. yang mencipkan bumi berikut segenap 
isinya, tetapi manusia yang diberikan mandat atau tugas 
untuk mengelolannya, dan sekaligus akan dimintai tanggung 
jawabnya. Semua yang ada dimuka bum dicipkatan Allah 
                                                        
40 Amir Syam Marsuki, “Makalah Hukum Pertanahan Menurut Syariat Islam,” 
diakses 15 Februari 2018, http://amirsyampa.blogspot.com/2012/01/makalah-
hukum-pertanahan-menurut.html. 
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SWT. untuk kepentingan hidup manusia, tetapi dalam saat 
yang bersamaan Allah SWT. juga mengingatkan tentang 
kerusakan bumi juga di tangan manusia.42 
 
Hakikat Kepemilikan Tanah 
Tujuan umum syar’i dalam mensyariatkan hukum 
ialah merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, 
menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan 
bahaya bagi mereka. Hal ini disebabkan karena 
kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari 
beberapa hal yang bersifat d}aru >riyyah (kebutuhan pokok), 
h }a>jiyyah (kebutuhan sekunder) dan tah }si >niyyah (kebutuhan 
pelengkap).43 
Pengertian milik adalah suatu hak atas zat tertentu 
yang dapat dilakukan atau dimanfaatkan sesuai dengan 
kehendak pemiliknya atau dalam arti yang berhak terhadap 
zat tersebut. Sehingga apabila pemilik akan melakukan suatu 
kehendak terhadap zat tersebut pemilik tidak memerlukan 
persetujuan dari orang lain, karena pemilik berhak atas zat 
tersebut. Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan 
izin As-syar’i untuk memanfaatkan zat tertentu.44 
Islam menerapkan hak milik individu dan hak milik 
umum, sama-sama dapat pengakuan yang seimbang. Hak 
milik dalam Islam, baik hak milik individu maupun hak milik 
umum tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk 
merealisasikan kepentingan orang banyak.45 Hal ini 
dikarenakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk 
mengupayakan sesuatu untuk menjadi hak milik pribadinya, 
selama cara yang ditempuh tidak melanggar ketentuan yang 
berlaku. Secara materiil tidak ada batasan dalam hal hak 
milik individu, namun Islam memberikan kewajiban kepada 
pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial untuk 
                                                        
42 Fitri, “Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam,” 5. 
43 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 331. 
44 An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternative: Perspektif, 67. 
45 Ali Sodiqin, “Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh,” Mazhabuna, Media 
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setiap harta atau kekayaan yang dimilikinya. Dengan 
demikian, kebebasan hak milik individu dijamin sepenuhnya 
dalam Islam, tanpa ada batasan materiil mengenai 
kuantitasnya.46 Pembatasan dalam hal pemilikan individu 
terletak pada fungsionalisasinya. Islam memberikan 
sejumlah kewajiban bagi pemilik kekayaan untuk 
memikirkan komunitas masyarakat sekitarnya.47 
Dari deskripsi di atas dapat dilihat perbedaan antara 
kepemilikan menurut Islam dengan sistem kapitalis maupun 
sosialis. Islam tidak mengenal sistem kapitalis, yaitu 
bebasnya kepemilikann individu tanpa batas-batas tertentu. 
Di sisi lain Islam juga tidak mengenal sosialis yang bertumpu 
pada sentralisasi kepemilikan Negara. Kedudukan hak milik 
individu dalam Islam bersifat moderat, yaitu Islam 
membenarkan pemilikan perseorangan tetapi memiliki 
aturan pembatas yakni fungsionalisasi kepemilikan untuk 
kemaslahatan sosial.48 Pendeknya bahwa konsep Islam 
dalam hal pemilikan tanah berdasar pada konsep tentang 
hak milik. Islam mengakui hak milik individu sekaligus hak 
milik sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan 
dibagi menjaditiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan 
umum, dan kepemilikan Negara.49 
 
Berbagai Macam Hak Kepemilikan atas Tanah 
Pemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab 
syar’i yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t dengan suatu 
sebab tertentu yang tidak boleh melampaui batasan sebab-
sebab tersebut, sehingga, sebab pemilikan harta itu telah 
dibatasi pada apa yang yang telah dijelaskan oleh syara’. 
Dalam konteks tanah, maka kepemilikan tanah dalam Islam 
sangat tergantung dengan status tanah yang bersangkutan 
apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau tidak. 
Juga, tergantung atas status pemanfaatannya apakah untuk 
                                                        
46 Sodiqin, 4. 
47 Sahal Mahfuz, Nuansa Fiqqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994), 159. 
48 Sodiqin, “Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh,” 4. 
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pertanian atau untuk selain pertanian. Juga, tergantung atas 
status lahan tersebut apakah tanah yang mati ataukah tanah 
yang sudah pernah dihidupkan. Juga, tergantung atas apakah 
dimiliki oleh individu ataukah oleh Negaraanah merupakan 
tempat di mana bangunan tempat tinggal manusia 
didirikan.50 
Menurut hukum Islam, tanah yang diambil alih oleh 
NegaraIslam dibagi ke dalam tiga bentuk kepemilikan, yaitu:  
a. Kepemilikan pribadi, yaitu eksklusifitas syari’ah yang 
ada pada setiap individu untuk memanfaatkan barang 
dan jasa. 
b. Kepemilikan publik (umum), yaitu eksklusifitas syari’at 
yang diberikan kepada masyarakat untuk bersama-sama 
memanfaatkan tanah yang ada. Ini terjadi semisal pada 
jalan, sungai, hutan, taman, danau dan sebagainya. Hal 
ini juga mencakup tanah yang tidak dimiliki secara 
pribadi, tanah yang ditetapkan untuk penggunaan 
tertentu dan sumber daya mineral. Pengelolaan 
kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh 
Negara, namun dari segi pemanfaatannya dinikmati oleh 
masyarakat umum. 
c. Kepemilikan Negara, yaitu eksklusifitas yang diberikan 
syari’at atas setiap harta yang hak pemanfaatannya 
berada di tangan Negara. Ini semisal tanah yang 
diperoleh dari harta rampasan perang, fai, khara>j, jizyah, 
‘ushr, kekayaan orang yang tidak memiliki ahli waris dan 
tanah milik Negara. Tanah jenis ini dipergunakan untuk 
berbagai keperluan yang menjadi kewajiban Negara, 
seperti menggaji pegawai, keperluan jihad dan 
sebagainya.51 
Yang berbeda dari konsep kepemilikan tanah dalam 
Islam adalah tidak mengenal istilah zamindari, sistem tuan 
tanah atau feodalisme. Hal ini dikarenakan: (1) sistem 
                                                        
50 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, trans. oleh Soeroyo, II (Yogyakarta: 
Dana Bhakti Wakaf, 1995), 252. 
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pemilikan atau penguasaan tanah zamindari bertentangan 
dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil, dan (2) sistem 
zamindari merintangi pemanfaatan tanah yang tepat. 
Jiakalau seseorang yang memiliki tanah yang luas dan tidak 
dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya 
produksinya, maka, menurut Islam, negara berhak 
mengambil tindakan kepada pemiliknya agar tanah tersebut 
dapat dimanfaatkan dengan baik. Ketentuan syariat Islam 
mengenai pemilik tanah adalah bahwa ia harus terus-
menerus menggunakannya. Apabila pemilik tanah 
membiarkannya kosong dan tidak menggarapnya selama 
tiga  tahun secara terus menerus, maka pemilik tanah 
tersebut tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan negara 
berhak memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang 
dapat mengelolanya.52 
 
Cara Memperoleh Tanah dan Hak Pemilik Tanah 
Cara memperoleh kepemilikan tanah dalam Islam, 
dapat dengan berbagai cara, seperti: bekerja, warisan, hibah, 
hadiah, dan ih }ya>’ al-mawa>t (pembukaan lahan baru). Bekerja 
merupakan cara paling umum dalam mendapatkan hak milik 
tanah yang berpangkal dari usaha pribadi seseorang. 
Sedangkan cara pemerolehan melalui warisan, hibah, dan 
hadiah, merupakan perpindahan hak milik dari seseorang 
kepada orang lain tanpa adanya proses bekerja. Meskipun 
begitu, cara-cara ini adalah sah menurut hukum sebagai cara 
pemindahan hak milik.53 
Jika sudah menjadi pemilik, maka hak-hak pemilik 
tanah adalah sebagai berikut 
a. Hak membeli dan menjual tanah, artinya pemilik tanah 
berhak untuk membeli dan menjual tanahnya sesuka 
hati sesuai dengan kebutuhan mereka. 
                                                        
52 Rahma Fitriani, “Pemilikan Tanah Perspektif Islam,” Al-Mabsut 2, no. 1 (April 
2011): 4. 
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b. Hak berkehendak, artinya pemilik tanah berhak untuk 
mewariskan atau memberikan tanahnya kepada 
siapapun. 
c. Hak untuk menyerahkan tanah kepada Badan Amanah. 




Dari berbagai pemaparan di atas, maka bisa 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Konsep kepemilihan tanah dalam hukum positif di 
Indonesia adalah: 
a. Pemerintah dalam berbagai kebijakan berupaya 
untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan 
penggunaan tanah demi kemaslahatan umat manusia 
di Indonesia, sebagaimana dalam Pasa 33 ayat (3) 
UUD Tahun 1945 dan Pasal 2 Ayat (3) UUPA. 
b. Dalam hal kepemilikan tanah, konsepsi hukum tanah 
nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia 
adalah milik Bangsa Indonesia, yang sekaligus 
menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan 
negara, sehingga dikenal konsepsi kepemilikan 
terdapat unsur komunalistik religious. 
c. Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam 
hak penguasaan atas tanah, yaitu: (1) Hak Bangsa 
Indonesia, (2) Hak Menguasai dari Negara, (3) Hak 
Ulayat, (4) Hak-hak Perorangan atau Individu 
2. Konsep kepemilihan tanah dalam hukum adat adalah 
a. Masyarakat mempunyai salah satu hak yang 
terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yang 
disebut dengan ”hak Ulayat”, dengan landasan 
konstitusional pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I 
ayat (3),  di samping Pasal 3 UUPA 
b. Hak ulayat merupakan istilah teknis yuridis dalam 
lapangan hukum adat dikenal hak ulayat yang 
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merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang 
berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, 
menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang 
ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut.  
c. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, 
baik kelompok maupun individu, juga badan hokum.  
Sedangkan obyeknya meliputi semua tanah yang ada 
dalam lingkup wilayah masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan 
3. Konsep kepemilihan tanah dalam hukum Islam adalah: 
a. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk 
tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT, yang 
selanjutnya memberikan kuasa kepada manusia 
untuk mengelolanya, sehingga secara filosofis tidak 
ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk 
mengatur persoalan tanah. 
b. Islam menerapkan hak milik individu dan hak milik 
umum, sama-sama dapat pengakuan yang seimbang.  
c. Tanah yang diambil alih oleh Negara Islam terbagi 
dalam bentuk: (1) kepemilikan publik, (2) 
kepemilikan Negara, dan (3) kepemilikan pribadi. 
d. Islam tidak mengenal istilah zamindari, sistem tuan 
tanah atau feodalisme.  
e. Cara memperoleh kepemilikan tanah dalam Islam 
dapat dengan semisal bekerja, warisan, hibah, hadiah, 
dan ih}ya>’ al-mawa>t (pembukaan lahan baru).  
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